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Salah satu penyumbang terbesar sector pajak ialah UMKM. UMKM berhak membayar pajak karena
UMKM merupakan bentuk dari badan usaha dan memiliki penghasilan usaha. Akibatnya, pendapatan dari
UMKM harus dikenakan pajak. Isu utamayang terjadi terkait dengan adanya peraturan omnibus law dimana
semua undang-undang jadi satu, seharusnya Undang-Undang terkait perpajakan merupakan lex specidlis.
Sehingga dikhawatirkan UU Cipta Kerja akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum terutama
dalam bidang perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data
sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang erat kaitannya dengan pajak, pajak
penghasilan, dan pajak UMKM. Dari hasil penelitian menunjukkan, terdapat perbedaan kategori UMKM
berdasarkan UU UMKM, PP 7 Tahun 2021 dan dalam hukum pajak. Pengenaan PPh bagi pelaku UMKM
harus sesuai dengan kemampuan membayar. Melalui UU Nomor 7 tahun 2021 pemerintah memiliki tujuan
untuk mengharmonisasikan lex specialist dari UU CiptaKerja, kandungan UU Nomor 7 Tahun 2021
membebaskan PPh bagi pengusaha perorangan yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500 juta.

...... One of the biggest contributors to the tax sector is micro, small, and medium enterprises. Micro, small,
and medium enterprises are entitled to pay taxes because they are forms of business entities and have
business income. As aresult, income from micro, small, and medium enterprises must be taxed. The main
issue that occursis related to the existence of omnibus law regulations, where all laws become one. Laws
related to taxation should be lex specidlis. So it isfeared that the Job Creation Law will cause multiple
interpretations and legal uncertainty, especially in the field of taxation. The research method used is
doctrinal, using secondary data sourced from primary and secondary legal materials that are closely related
to taxes, income taxes, and taxes on micro, small, and medium enterprises. From the results of the study,
there are differences in the categories of micro, small, and medium enterprises based on the law on the
category of micro, small, and medium enterprises, PP 7 of 2021, and in tax law. The imposition of income
tax on micro, small, and medium enterprises must be in accordance with their ability to pay. Through Law
Number 7 of 2021, the government aims to harmonize the lex specialists from the Job Creation Law. The
content of Law Number 7 of 2021 exempts income tax for individual entrepreneurs who have an income of
less than Rp. 500 million.
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